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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBED)
Kabupaten Banyumas yang terdiri dari
(a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan
Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang
berakhir 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian
Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran,
porisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Purwokerto, Maret 2022
Plt. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas

TITIK FIJJiASTUTI, S.H., M.Pd.
Pembina Utama Muda

NIP. 19640402 199103 2 005
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Per 31 Desember 2021 dan 2020

Urusan Pemerintahan : 1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.05.0. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
J00.01.00
URAIAN 021 2020
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 3,00 0,00
Investasi Jangka Pendek 0,00 0,001
Piutang Pajak Daerah :::;] 0,00
Piutang Retribusi Daerah 0,00/
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah 0,00 0,00
Piutang Transfer Pemerintan Pusat 0,00 0,00
Pitang Transfer Antar Daerah 0,00 0,00
Phitang Lainimya 0,00 0,00
Penyisihan Piutang 0,00 0,00
Beban Dibayar Dirmuka 0,00 ﬂ;ﬂ
Persadiaan 428,689, 150,00 2.452.607.909,
Azt Unbuk Dikonrsolicasdkan {25.952.938. 148,00) 0,00
JUMLAH ASET LANCAR {25.524_248 999,00 2.452.607,509,00
INVESTAST JANGKA PANIANG
Irrvestasi Jangka Panjang Non Permanen 0,00 0,00
Investasl kepada Badan Usaha Millk Negara 0,00 0,00
Imnvestas kepads Badan Usaha Milik Daerah 0,00 0,00
Investas dalam Obligasi 0,00 u,ml
Irwestasi dalam Proyek Pembangunan 0,0 0,00
Dana Bergulir 0,00 0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen 0,00/ 0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen 0,00 0,00
Peryertaan Modal 0,00 0,00
Investasi-Pemberian Finjaman Dacrah 0,00 0,00
JUMLAH Irvestasi langka Panjang Permanen 0,00 0,00
JUMLAH INVESTAST JANGEA PANIANG 0,00 0,00)
ASET TETAF
Tanah 0,076, 200,00 40,076 200,00
Peralatan dan Mesin 7.228.267 474,00 6.918.223.024,00
Gedung dan Bangunan 2,766,520, 750,00 2.378.455.750,00
Jalan, Jarmgan, dan Ingasi 3.366.689.600,00 7.538,789.600,00
Aset Tetap Lainnya 0,00 2.354.000,00/
Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00
Alkcurmulasi Penyusutan 19.169.920.941,00H (7.9968.079.429,00)
JUMLAH ASET TETAP 9.231.633.083,00 £8.879.859.145,00
DANA CADANGAN
Dana Cadangan 0,00 0,00
JUMLAM DANA CADANGAN 0,00 0,001
ASET LAINNYA
Tagi' an Jangka Panjang 0,00 0,00
Kerrutrasn dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00)
Azt Tidak Berwujud a,nl:ﬁ E,nu
NERACA 4alaman |



{ IS.W.MLMII

URAIAMN 021 2020
Aset Lain-lain 1.852 925 500,00 1.852.975.
Akumulas Amortisasi Aset Tidak Benwujug 0,00 0,
Akumulasi Penyusutan Aset Lainmya {617.371.173,00) [%:SJ.I:H
JUMLAH ASET LAINNYA 1,235,554.327,00 1.356.774.281,00
JUMLAH ASET (15.057.061.588,00) um:.m.ns.ml
KEWATIBAN
KEWANBAN JANGKA PENDEK
Utan | Pechitungan Pihak Ketiga (PFI) 0,001 0
Utang Bunga 0,00 0,004
itang Pinjaman Jangka Pendek 9,00 0,004
Bagian Lancar Uitang langka Panjang 0,00 0,00
Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00
Utang Belanja 119,550.223,00 111.050.762,00
Utang Jangka Pendek Lainmya 2,00 000
JUMLAH KEWAIIBAN JANGKA PENDEK 115.550.223,00 111.050.762,00
KEWATIBAN JANGKA PANIANG
Utang kepada Pemerintah Pusat 0,00| 0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) 0,004 0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 0,00
Utang kepada Masyarakat 0,00 0,00
JUMLAH KEWAJTBAN JANGEA PAMIANG 0,00/ 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN 119.550,223,00| 111.050.762,00)
EKUITAS
EKUITAS (15.176.611.611,00) 12.578.190.573,00
JUMLAH KEWASTEAN DAN EXUITAS DANA :z.m.u:.m,wl

RERACA

Purwokerio, 79 Maret 2022
PRLKEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH




PEMERINTAH KABUPATEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan @ 1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.05.0. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi © 1.05.0.00. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

0.00.01.00
Uraian Catatan Saldo

EXUITAS AWAL 0,00 12.578.190.573,00|
Ekuitas dar Transaksi Timbal Balik 0,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT LD 0, e (43.753.067.826,00)
Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

Surplus/Defisit-L0 0,00 0,00

Estimasi Pendapatan 0,00 0,00

Estimasi Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00

\proprias Belanja 0,00 0,00

Apropriasi Pengeluaran Fembiayasn 0,00] 0,00

Estimasi Perubahan SAL 0,001 0,00

Surplus/Defisit-LRA 0,00 0,00

Koreksl Nilai Persediaan 0,00 0,00

Koreks) Eluitas Lainnya 0,00 0,00
EKUITAS AKHIR 0,00/ 10.776.326.337,00

Purwokerto, 29 Maret 2022
Pt KEPALA BADAN
p

o TITIK-PUMAS . SH., M.Pd
'V NIPM 96404021991032005

LAPORAN PERLIBAAHAN EKLIT talamian 1



Urusan Pemerintahan @ 105

PEMERINTAH KABUPATEN
LAPORAN OPERASTOMNAL

Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Uit Onganisasi : 1050, Badan Penargguiangan Bencara Daerah Tahun Anggaran - 2021
Sub Uret Organisass @ 1.0500.00.0000001.0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Periode s.d, : 31 Desamber 2021
. SALDO SALDO KEMATKAM

Fe - . 2021 2020 {PENURUNAN) %)
7 PENDAPATAN DAERAH-LO 0,008 1.E08.651.330,008 (1.108.561.330,00) £100,00)
7.1 FENDEPATAM ASL] DAERAH (PADT-LO 0,000 12.624.505,00 [B2UE34.202 D) 1| 120,000
7004 Lair-tain PAD yang Sa#rl0 0,004 17.634.309,00{ (12.624.909,00) {120,00)
73 LAIN-LAJN PENDAPATAN DRERAH YANG SAM-LO 0,00 1.096.036.421,000 { 1.056.055.421,00) (120,00
730 Pendapatan Hbah-10 6,000 1./096.036.425,004 ( 1.096.035,421,00) {
8 BEBAN DAERAH 43,753 067.826,00] :345.422.406,00] 3807645 420,00 10,00
8.1 BEBAN CPERAST 33871.796.371,90] 32.483.365.573,008 1.388.430.798, 00} 4,008
8.1 Beba~ Pegawa R1004A35 11 158358, (E01 753350 1,00) (F2,00)
§.1.00 Bebar, Barang dan Jasa 30TTGTE 9380 643 21.381.327 377,00 228,000
8.1.05 Bebar Hiza 10,635, 725,94 {L0635.725.945,20){ (H00,00)
8.1.06 Beban Bantuan Sosal 1.339.535.12 (1.339.636.123,000 {200,00)
8.2 Beban Pemyusutan dan Amortisasi 1250061 466,00] 1.448.595.190,000 (155.534. 724,00} {11,000
8201 Beban Permpusutan Peraiatan dan Mesn £76.755.354,00] 60536200 {128, (21,00
52,00 Beban Penyusutsn Gedurg dan Banguran 39.395.400,00) 35.133.000 4258, :
[5.2.03 Beban Penyasutizn Jetan, Jenngan dan Ingas 55 &3, T 5B 0D b4 57131 LR R 1
8.2.04 Beban Penysutsn Asst Tetap Lanmyz 0,00 161 52985 (161529 854,00 £100,00
5.2.05 Beban Perpusutan Aset Lanrya 121 319:554,00) 0 121219554 0
el Beban Amortisas Aset Tidak Berwuged 10,004 0 0
54 BEBAN TAK TERDUGA £.558. 205,965,004 £.013.450.643,00] 2.574.743.346,00] 43,00
8.4.01 Beban Tak Terduga £.588.209.969,00] 6.013.460.543,00] 2.574.745.346,00] 43,00{
8.5 DEFLSIT MON OPERASTOMNAL-LO 0,00} 0,00/ 0,00 0,001
6.5.08 Defist Penjuslan/Pertuiarar, Palepasan Aset Nor Lancar-L0 0,00) 0,00{ 0,20] 0,50|
ILAPORAN DPERNSION, Helaras L



INROEAH DPERASITN

SALDO SALDD KEMATEAN/
Tnsle Akein 2021 2020 (PEMURUNAN) %)
SURPLUS /DEFISTT-LO [43.TEILOET B 26, MY [38UE36.761.076,00) (4.905.306.750,00) 12,66
e -
Huarnae I



1.1

1.2

BAB |
PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Kepala SKPD selaku Pengguna
Anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD
(LK-SKPD). Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk memenuhi pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan daerah pada BPBD Kabupaten Bam_.ru}nas selaku entitas
akuntansi. Laporan Keuangan ini secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan. Laporan
Keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan
anggaran yanj telah ditetapkan dan menilai kondisi keuangan dan membantu
menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan ini disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. SAP mewajibkan penerapan basis
akural paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Kabupaten Banyumas
telah menerapkan SAP Berbasis Akrual mulai Tahun Anggaran 2014.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disusur berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai

berikut:

a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

¢} Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2003;

d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

e} Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonasia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Bab I-1

Catatan atas Laporan Ksuangan Tahun 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyumas



1.3

g)

h)

)

k)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2009 Nomeor 3 Seri E);

Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2014 Nomor 24;

Peraturan Bupati Banyumas Nomer 73 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar.

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan ini terdini atas 5 (lima) Bab yaitu:

Babl Pendahuluan

Bab Il Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab Il Kebijakan Akuntansi

Bab IV Penjelasan Fos-pos Laporan Keuangan

BabV Penutup

Bab I~2

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyumas



BAB I
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

2.1.  Gambaran Umum SKPD

a. Sejarah Pembentukan SKPD

BPBD Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten
Banyumas. BPBD Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
BPBD Kabupaten Banyumas.

b. Letak Geografis
BPBD Kabupaten Banyumas terletak di wilayah Propinsi Jawa Tengah, tepatnya di
JI. H.M. Bachroen Purwokerto No. Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto
Selatan Kabupaten Banyumas. BPBD Kabupaten Banyumas adalah di wilayah
Kecamatan Purwokerto Selatan yang berjarak 5 km dari pusat kota Purwokerto
dengan wilayah kerja se Kabupaten Banyumas

c. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Tugas pokok BPBD Kabupaten Banyumas yaitu memimpin, merumuskan,
mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan
mempertanggungjawabkan kebijakan tejnis penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang penanggulangan bencana.

Fungsi BPBD Kabupaten Banyumas antara lain:
1) Perumusan kebijakanteknis sesuai dengan lingkup tugasnya

2) Pemberian dukungan atas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai
lingkup tugasnya

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya
Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut BPBD Kabpaten Banyumas berwenang

untuk:

1) Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan
pembangunan daerah

Calatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021Bab Ii~1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyumas




2) Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang memasukan unsur-
unsur kebijakan penanggulagan bencana

3) Pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan
pemerintah provinsi dan/atau daerah lain dan/atau pihak-pihak lain guna
mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4) Pengaturan dan pengawasan penggunaan teknologi yang berpotensi sumber
ancaman atau bahaya bencana.

5) Perumusan kebijakan untuk mencegah penguasaan dan pengurasan sumber
daya alam daerah yang melebihi kemampuan alam.

6) Pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana baik berupa
uang danfatau barang serta jasa yang  diperuntukan  untuk
penanggulanganbencana.

d. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki visi:

Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri

Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan
membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif,
inovatif dan bermartabat.

2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar
Pendidikan dan Kesehatan.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas,
berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.

5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang
berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan
memadai sebagai daya ungkit pembangunan.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan,
pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.

8. Mewujudkan tatanan masyarakat dengan berbudaya serta berkepribadian
dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

e. Organisasi dan Personalia
BPBD Kabupaten Banyumas merupakan organisasi eselon dua Pada struktur

organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
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BPBD Kabupaten Banyumas dipimpin cleh TITIK PUJIASTUTI, S, H., M. Pd. yang
mulai menjabat sebagai kepala SKFPD sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang
Struktur organisasi BPBD Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Gambar Struktur Organisasi (beserta nama pejabat struktural per 31 Desember 2021)
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Sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Banyumas berjumiah 83 orang, yang terdiri dari
25 PNS dan 58 Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

Eselon 2 -1 orang
Eselon 3 4 orang
Eselon 4 :9 orang
Pelaksana : 11 orang
PHL : 20 orang
TRC : 38 orang
2.2. Ekonomi Makro

2.3.

2.4,

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Banyumas dan sasaran yang hendak dicapai
melalui pelaksanaan APBD TA 2021 tertuang di dalam Kebijakan Umum dan Anggaran
(KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2021.

Capaian ekonomi makro sebagai hasil pelaksanaan APBD TA 2021

akan dilaporkan pada Laporan Keuangan SKPD secara keseluruhan.

Kebijakan Keuangan

Sebagai entitas akuntansi, kebijakan keuangan pada BPBD Kabupaten Banyumas
mengacu pada kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tertuang dalam
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2021 yang mencakup
kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Dalam pelaksanaan anggaran sebagai pengguna anggaran, BPBD Kabupaten
Banyumas tunduk pada mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme dan prosedur dalam penyusunan
anggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah diatur
dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai telah diubah dengan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistemn dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
a) Dasar Hukum

Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Banyumas dilaksanakan berdasarkan:
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- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2021 Tanggal 5 Oktober 2021.

- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan
Penjavaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2021 tanggai 25 Oktober 2021

b) Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan pada BPBD Kabupaten Banyumas terdiri atas 2 (dua)
Program yang meliputi © (sembilan) Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Rincian
Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Banyumas TA 2021 disajikan dalam
Tabel 1.

Tabel 1
Rincian Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Banyumas TA 2021
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Urusan Pemernntah
Daerah Kab/Kota

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

5.039.500,00

Evaluasi Kinerja perangkat
Daerah

45.259.875,00

‘Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

3.164.327.414,00

Penyediaan Adm, Pelaksana

an Tugas ASN 98.700.000,00
Penyediaan Komponen

instalasi Listrik /Penerangan

Bangunan Ktr 9.200.000,00

Penyediaan Peralatan dna
Perlengkapan Ktr

88.115.000,00

Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

16.863.457,00

Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

131.460.000,00

Penyediaan Barang Cetak dan
Penagandaan

31.186.800,00

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

154.999.500,00

Pengadaan Mebel

91.577.000,00

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

150.081.000,00

"~ Pengadaan Sarpras Pendukung
Gedung Ktr/Bangunan Lainnya

17.847.500,00

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

132.065.343,00

Penyediaan Jasa Layanan
Umum Kir

465.116.800,00

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Pajak, Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional

150.000.000,00

Pemeliharaan Mebel 10.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya 66.950.000,00

Pemeliharaan/Rahabilitasipd
Gd_g kotr

450,320.000,00

2. Program
Penangngulangan Penyusunan Kajian Resiko
Bencana Bencana Kab Kota 200.000.000,00

Sosialisasi, Komunikasi,
Informasi, dan Edukasi Rawan
Bencana Kab./Kota

13.999.000,00

Pelatihan Pencegahan Mitigasi
Bencana

47.499.875,00

Penanganan Pasca Bencana
Kab/Kaota

208.539.000,00

Respon Cepat Darurat Bencana
Kab/Kota

1.125.503.750,00

Penyediaan Logistik
Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana Kab/Kota

340,434.000,00

Pengelclaan dan Pemanfaatan
Sistem Kebencanaan

P M iy
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BAB Il
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

31 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berikut disajikan realisasi/capaian program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2021

Surplus
Anggaran Realisasi Penerimaan/ Sisa
Pengeluaran

1. Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Ratribusi Daarah - £ -
Lain-lain PAD yang Sah - - =

2. Belanja 7.218.085.539 6.672.1683.303 545922 236
Belanja Operasi 5.594 934 538 6.075.425.003 519.509.538
Belanja Pegawai 3.242 927 414 3.091.770.666 151.156.748
Belanja Barang dan Jasa 3.352.007.125 2.8983.854.337 368.352.788
Belanja Modal ©23.151.000 596 738,300 26.412.700
BM Peralatan dan Mesin 243.151.000 218.798.300 24.352.700
BM Gedung dan Bangunan 200.460.000 199.040.000 1.420.000
BM Jalan, ingasi dan Jaringan 179.540.000 178.900.000 E40.000
BM Asel Tetap Lainnya - - -
Surplus/(Defisit) 7.218.085.539 6.672.163.303 545922 236
SILPA 7.218.085.539 6.672.163.303 545022 236

Berdasarkan Tabel 3.1. di atas, nampak bahwa:

1. Tidak terdapat Realisasi Pendapatan TA 2021 pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Realisasi Belanja TA 2021 sebesar Rp6.672.163.303,00 lebih rendah Rp545.922.236,00
atau minus 7,88 persen dibandingkan target sebesar Rp7.218.085.539,00.

3. Realisasi Belanja TA 2021 sebesar Rp6.672.163.303,00 sehingga terdapat surplus
anggaran dan SILPA sebesar Rp545.922.236,00.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah
Ditetapkan
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Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, terdapat hambatan dan kendala yang
mengganggu kinerja SKPD dengan penjelasan sebagai berikut:

1.

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor hanya
terealisasi sebesar 53,47% karena kebutuhan barang sudah terpenuhi.

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga hanya terealisasi sebesar 50,09% karena
kebutuhan barang sudah tarpenuhi.

Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
Kabupaten/Kota hanya terealisasi sebesar 21,43% karena masih masa PPKM sehingga
kegiatan untuk mengumpulkan masa ditiadakan hanya sosialisasi melalui media masa
(radio).

Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan tidak terealisasi

karena kesalahan rekening.
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas adalah merupakan salah satu
Satuan Kerja Peranykat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor
73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

42 1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan basis akrual sesuai dengan Lampiran | SAP.
Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya
pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas,
pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis
kas.

422 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset,
kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai danf/atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya
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alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui
pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.
a. Asetlancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan,
dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui
sebagai berikut:

1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;

3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (nef realizable
value), yakni mengurangkan nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak
tertagih,;

4) Persediaan dicatat sebesar:

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

b} Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasilrampasan.
5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase
tefentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang
kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan
melakukan analisa ternadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (outstanding).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang,
serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan
piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

a) untuk piutang dengan kualitas lancar ditetapkan sebesar 5 persen;

b) untuk piutang dengan Kualitas Lancar, Diragukan, dan Macet terlebih dahulu
dikurangkan dengan agunan atau barang sitaan, dengan persentase penyisihan

sebagai berikut:
Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih |
; Diragukan
No. Jenis Piutang K |
Lancer | 3254 | >3sd | >Asd | Macet |
3tahun | 4 tahun | 5 tahun |
== |
| 1 | Putang Pajak Daerah 25% % | 50% 75% 100%
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2 | Piutang Retribus: Caerah 25% 35% 50% 75% 100%
3 | Piutang selain Pajak dan 25% 35% 50% 75% 100%
Retribusi Daerah 1 |'
1 -
b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk
kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan
pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan,
seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya
langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya
perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan
semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi
aset tetap (minimum capitalization threshold), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang
digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru
dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi.
Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

1) Pengeluaran untuk per satuan barang dalam kelompok peralatan dan mesin, dan
barang-barang alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah).

2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut tidak berlaku untuk
pengeluaran pengadaan baru untuk tfanah, gedung dan bangunan,
jalanfirigrsifjaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan
barang bercorak kesenian. Dengan demikian berapa pun pengeluaran untuk
barang pada kelompok ini diakui sebagai perolehan atau penambah nilai aset tetap.

c. AsetLainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan
aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA),
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dan satu tahun, Kemitraan
dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan
Aset Lain-lain.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang
rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada
tanggal neraca.
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2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan

dinyatakan dalam mata vang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs

tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA

b.

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada
periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai
pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan
yang terjadi pada pericde penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang
pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan
yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana
lancar pada periode diternukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4. Pengukuran Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai
fungsi perbendaharaan.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan
fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

a)

b)

Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain
meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja
barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

Belanja Modal

Belanja moc al adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset
lainnya yang memben manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal
antara lain belanja uniuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan
gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
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c) Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lainftak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana
alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan
dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang
didukung dengan bukti-bukti yang sah.

5. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LC adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak
Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak
Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (eamaed) atau telah terdapat
suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi (realized). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO
adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui
pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya
surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang
menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut.
Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan
pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan
harus dibayar oleh waijib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah
dan utang bagi wajib pajak.

1) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah
selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu
setelah diserahterimakannnya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada
pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima
dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.

2) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi,
diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah
Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini
adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib
pajak berdasarkan prinsip self assessment.

b. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan
Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan
menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan
jenis pendapatan adalah sebagai berikut:
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1) Pendapatan Asli Daerah-LO
a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal
dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode
pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

(1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode self
assessment.
Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan
metode self assessment diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas
Daerah tanpa teriebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat
ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO
adalah bukti pembavaran yang telah dilakukan baik dengan
menggunakan formulir maupun Gukti transaksi lainnya yang telah
mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

(2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode official
assassmant.
Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode official
assessment diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan
dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan
telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum
mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan
perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen
sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan
pajak yang menggunakan metode official assessment meliputi: Pajak
Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.
Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurming) atas
Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada
periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada
periode akuntansi pembayaran pengembalian.

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat
diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau
yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi
retribusi perijinan terlentu, antara lain: Retribusi ljin Mendirikan
Bangunan (IMB), ljin Gangguan (HO), ljin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol, dan ljin Trayek.
Pendapatan rertribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa
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diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (accrued) pendapatan.

Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan

daerah berupa tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran

telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian

laba BUMD.

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

(1)  Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika
telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penenimaan
Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan
Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian,
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari
Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan
Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda
Retribusi.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah
melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan
Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak
menunaikan kewajibannya. Pengakuan pendapatan ini dilakukan
pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian
sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (accrued)
pendapatan.

1) Pendapatan Transfer-LO
Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas
pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai
penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

2 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO
Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam
kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah
yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan
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pendapatan lainnya.
Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber
daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.
Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika
terdapat penerimaan di RKUD (realized).

3) Pendapatan Non Operasional
Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus
Penjualan Aset Noniancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber
berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk
mengakui Surpius Penjualan Aset Nonlancar) telah ditenima.

6. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan

yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang

berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya

kewajiban.

Beban Pegawai
Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber
seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen
lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.
Koreksi dan pengembalian
Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud
dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada
periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO).
Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan
pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.
Beban Barang
1) Beban Persediaan
Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset atas
pembelian barang persediaan
a) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban.
Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat
sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis
barang persediaan, kecuali obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.
b) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset.
Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai
penambahan barang persediaan. Sedangkan pengakuan beban persediaan
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c.

dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset ini
digunakan untuk obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.
2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas
Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang
tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna
anggaran/pejabat pembuat komitmen.
Koreksi dan pengembalian
Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah
dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang
beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode
berikutnya, ‘:oreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan
dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan
penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
Beban Hibah
Pengukuran
Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota
perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar
barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.
Koreksi dan Pengembalian
Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai
pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode
berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-
lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/
pengurangan pada akun ekuitas.

Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen
keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa
oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada pericde beban dibukukan sebagai
pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode
berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam
pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan
pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.
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e.

4.3.

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi

Pengakuan
Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban

Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban
penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

Beban Penyisihan Fiutang

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang.
Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.
Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagin diukur dengan cara mengestimasi besarmya
piutang yang kemungkinan tak tertagin sesuai ketentuan yang beriaku.

Beban Transfer

Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat
terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber
penetapan nilai transfer.

Koreksi dan Per jembalian

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode
beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila
diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan
sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan paenambahan beban dilakukan
dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintan Daerah yang sifat
pengeluarannya tidak dapat dikiasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban
lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperiukan
dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah
mendapatkan pengesahan dari BUD.

Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dalam mata uang
rupiah.
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4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam
Standar Akuntansi Pemerintah {SAP).

A.  Pengakuan Pendapatan-LRA

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
(PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan
bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
Negara/Daerah.

Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP
diinterprestasikan dalam Interprestasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
(IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum
Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk "Pendapatan kas yang diterima
oleh bendanara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga
tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara
penenimaan tersebut merupakan bagian dan BUN/BUD.”

B. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
(PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32

menyatakan sebagai bernkut:

1. Belanja diakui pada sast terjadinya pengeluaran dar Rekening Kas Umum
Negara/Daerah.

2. Khusus pengeiuaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai
fungsi perbendaharaan.

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang pembayaran
diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat
diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut.

Sedangkan pelaksanaan ketentuan pasal 32, untuk pengesahan atas
pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagal
berikut:

1. Kuasa BUD menerbitkan SFP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana
sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang
Persediaan (1JP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir
tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir
tahun.

2. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU)
sebagai pengesahan atas perianggungjawaban pengeluaran dana TU.

Bab IV~11
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021
Badan Penangguiangan Bencana Daerah Kabupalen Banyumas



BABV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

51. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

A. Pendapatan-LRA
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas TA 2021 tidak memiliki
anggaran dan realisasi dari pendapatan. Pendapatan pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Banyumas adaiah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas
Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.
Perbandingan Realisasi PAD dengan anggaran TA 2021 serta realiasi TA 2020 adalah

sebagai berkut:
Tahun 2021 Tahun 2020
Pendapatan-LRA i
Anggaran Realisasi % Realisasi
1. Pendapatan Retribusi Daerah - - 0,0% -
2. Lain-lain PAD yang Sah - - 0,0% 12.624.908
0.0% 12.624.909

1) Lain-lain PAD yang Sah
Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2020 adalah sebesar Rp12.624.909,00 dengan rincian
sebagai berikut:

2021 ___ 2020
Lain-lain PAD yang Sah: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Pengembalian Kelebihan Tunjangan
Keluarga - 12.624,908,00
- ' 12.624.909.00

a. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp12.624.909,00 merupakan realisasi
pendapatan dari pengembalian tunjangan keluarga TA 2020.

b. Belanja-LRA
Belanja pada tahun 2021 terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Perbandingan
antara anggaran dan realisasi belanja TA 2021 serta realisasi 2020 adalah sebagai

berikut:
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Tahun 2021 Tahun 2020

Belanja-LRA
Anggaran Realisasi % Realisasi
1. Belanja Operasi B, 5584 934 539 6.075.425.003 82.1% 5046 572.927
2. Belanja Modal B23.151.000 596 738 300 55,8% 1.819.411.000
7.218.085.539 B8.672.163.303 " 092.4% 6.665.983.927

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah
daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi TA 2021 dianggarkan sebesar Rp6.594.934.539 dengan realisasi
sebesar Rpb.075.425.003 Realisasi belanja operasi terdiri atas belanja pegawai
sebesar Rp3.091.770.666 dan belanja barang sebesar Rp2.983.564.337.

Tah 1 Tahun 202
Belanja . ahun 202 n 0
Anggaran Realisasi % Realisasi
1. Belanja Pegawai 3.242.927 414 3.081.770.665 85.3% 2.411.108.356
2. Belanja Barang dan Jasa 3.352.007.125 2 983.654 337 59.0% 2.635.464.5T1
6. 504 934 539 6.075.425 003 92.1% 5.048 572.927

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 adalah sebesar Rp3.091.770.666 yang berarti
mencapai 95,3 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan
sebesar Rp3.242.927.414. Hal ini berarti bahwa Belanja Pegawai mengalami
penurunan sebesar Rp151.156.748 atau 78 persen dari realisasi TA 2020.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2021 adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai: Anggaran Realisasi %o Lebih/{Kurang)
1. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.867.127.414 1.768.116.791 95,8% {79.010.623,00)
2. Belanja Tambahan Penghasilan 1.297 200.000 1.246 153.875 96,1% {51.046.125,00)
PNS
3  Belanja Tambahan Fenghan 78,600.000 57.500.000 0.0% {21.100.000,00)
bardsrkan partimbangan
obyektifitas lalnnya ASN
3.242.927 414 3091770666 953%  (151.156.748.00

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 3.352.007.125 dan
terealisasi sebesar Rp 2.983.654.337, dengan rincian sebagai berikut:
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Beolanjs Barang dan Jasa;

Hﬂﬂﬂﬂrﬂ"

Raalisms

1 Balanja Barang
Z Beoelanja Jasa
3. Balanja Pemeliharaan

-, Balana Ferjaisnan Dinas

581.8168.357

1,804 23F 143

4TE 810000

3AT. 248 6825

825,937,500
1563, 300.075
433 535 8687

330,800, 8858

3.352.007. 128

2 D83 654 337

a4 Lebih/{Kurang)
7T 2% {155 878 857.040)
3,8% (112.872 068,00)
90,856 (43.254.133,00)
85,4% {56 547.730.00)
B0,0% - 368,352 788
= JE R

2. Belanja Modal

Belanja modal tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 623.151.000 dan terealisasi
sebesar Rp 596.738.300, dergan rincian sebagai berikut:

Belanjs Modal:
A. Balanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Alal Bangkel dan Alat Ukur
B lanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Swdic, Komunikasi, dan
Pemancar

Belanja Modal Komputs r

Belanja Modal Alat Eksplorasi

B. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Bangunan Gadung

C. Belanja Modal Jalan, irgasi dan Jaringan
Belanja Modal Bangunan Air

Jumiah Belanja Modal

c. Aset

1. Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Penerimaan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Yo Lebih/Kurang)

- - 0,00 -
125.151.000 112.579.500 89,95 (12.571.500.00)
10.000.000 8.850.000 aa.50 {1.150.000.00)
108.000.000 97.368.800 90,16 {10.631.200.00)
- - D.m -
243.151.000 218.798.300 B0% (24 352.700,00)
200 460.000 199,040.000 85,29 {1.420.000,00)
200,480,000 199.040.000 899,29 {1.420.000,00)
179.540.000 178.900.000 99,64 {B40.000,00)
179.540.000 178.500.000 99,64 (540.000,00)
623.151.000 596,738,300 85,76 {25.412.73!:.:1‘-1
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Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tidak memiliki kas
pada Bendahara Penerimaan.

b. Kas di Bendzhara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.
Tidak terdapat sisa kas pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke
Kas Daerah maupun ke Kas Negara.

c. Piutang Pendapatan

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat
kewajiban pada Wajib Pajak/Waijib Retribusi atau pihak lain yang belum diterima
pembayarannya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Banyumas.

d. Piutang Lainnya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tidak memiliki
Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021.

e. Penyisihan Piutang Lain-lain

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tidak memiliki
Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain per 31 Desember 2021.

f. Beban Dibayar di Muka

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tidak memiliki
Saldo Beban Dibayar di Muka.

g. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat
habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional
SKPD, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di SKPD. Jumiah
persediaan adalah sebagai benkut.

Persediaan alat tulis kantor Rp. 12.310.000,00
Persediaan alat listrik Rp. 0,00
Persediaan bahan baku bangunan Rp. 91.442 500,00
Persediaan lainnya Rp. 206.224 814,00
Jumlah Persediaan Rp. 309.977.714,00

Persediaan pada akhir tahun dinilai berdasarkan jumiah perhitungan fisik
persediaan pada akhir tahun dikalikan dengan menggunakan berdasarkan nilai
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pembelian terakhir. Berita acara perhitungan fisik persediaan sebagaimana

terlampir pada Lampiran ¢.1.5.

2. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

a. Aset Tetap
Aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp 16.877.938.574,00 merupakan
nilai aset tetap per 31 Desember 2020 ditambah mutasi pada tahun 2021,
dengan rincian sebagai berikut:
Aset 31 Des 2020 Mutas| 2021 31 Des 2021
Tanah 40,078 200 40,078,200
m dan G-l-ﬂunn 2.3TBABS 'I'SJ:I. 388.025.000 2.?&&.’;2\‘].?5&
F‘mn;m 6918225024 310,04 450 T Eﬂ__ﬂ-‘r 4T4
Jalan Jlrn-'lg-l-l: d.]-n-iriguu T.538.769. Hﬂ- BT 800000 B 388 689 600
Anar, Telap \Bannya - 2454 0040 - 2_354_@
Jurmiah 16 BT7 535 574 1. 525,065 450 18,403 908024

Mutasi tahun 2021 terdiri atas penambahan dan pengurangan nilai aset.

Penambahan nilai aset terdiri atas pengadaan dari (1) penambahan belanja
modal, ( 2) penambahan dari kapitalisasi belanja barang yang yang
menambah asset tetap, (3) penambahan karena mutase dari SKPD lain, (4)
penambahan karena koreksi nilai, (5) pencatatan asset yang belum tercatat

serta, (6) perolehan asset donasi.

Pengurangan nilai asset terdiri atas (1) penghapusan asset, (2) mutase asset
ke SKPD lain dan (3) kireksi nilai.

Mutasi aset tetap dari masing-masing transaksi penambahan dan
pengurangan serta daftar aset tetap pada buku inventaris disajikan pada

lampiran,
Akumulasi Penyusutan

Kebijakan mengenai penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati
Banyumas Momor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap. Saldo
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 terdiri atas:

a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 5.968.516.226 ;
b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 275.854.496;

¢. Akumulasi Penyusutan Jalan,
2.925.550.219,- dan

Ingasi. dan Jaringan sebesar Rp
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d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 0,-

Saldo penyusutan tersebut belum memperhitungkan nilai penyusutan tahun
2021.

3.  Aset Lainnya

Aset lain-lain dengan nilai sebesar Rp 1.852.925.500 - merupakan aset tetap yang
telah diusulkan penghapusan dan tidak digunakan lagi untuk operasional.

5.1.4 Kewajiban
1. Kewajiban Jangka Pendek
a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Jtang PFK berasal dari penerimaan dan penyetoran kewajiban pemotongan pajak melalui
Bendahara Pengeluaran, dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal.
Pajak Penghasilan Rp
Pajak Pertambahan Nilai Rp

Rp
Jumlah Saldo Awal Rp 0,-
Potongan:
Pajak Penghasilan Rp 1.882.993 -.
Pajak Pertambahan Nilai Rp 228.651.987 -
Pajak Penghasilan Rp 2.984.500, -
Pajak Jasa Rp 5.374.786.-
Pajak Restoran Rp 7.228.150 -
Pajak PPh Final Rp 20.248.989 -
Jumilah Potongan Rp 267.002.314 -
Penyetoran:
Pajak Penghasilan Rp 1.882.993 -.
Pajak Pertambahan Nilai Rp 228.651.8987 -
Fajak Penghasilan Rp 2.984.500,-
Pajak Jasa Rp 5.374.786,-
Pajak Restoran Rp 7.228.150,-
Pajak PPh Final Rp 20.248.989 -
Jumlah Penyetoran Rp 267.002.314 -

Potongan Belum Disetor:
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Pajak Penghasilan Rp :
Pajak Pertambahan Nilai Rp 0.-

................................. Ep
Jumlah Belum Disetor Rp 0,-

b. Pendapatan Diterima di Muka
Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0.-
¢. Utang Beban

Utang Beban sebesar Rp 119.550.223 merupakan kewajiban yang masih harus dibayar
yang terdiri atas kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan sera pembayaran tagihan jasa
listrik, telepon, air.

d. Utang Jangka Pendek Lainnya
Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00
e. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan merupakan akumulasi penerimaan kas dari dan
penyetoran ke Kas Daerah selama TA 2021.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00.

5.1.5 Ekuitas

Akun Ekuitas m :nyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Banyumas,
yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah
dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan
kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka
pendek dan kewaijiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya.
Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Ekuitas, 31 Desember 2021 Rp 12.578.190.573,00
Surplus/Defisit-LO Rp(43.753.067.826,00)
Koreksi Ekuitas Rp 0,00
Jumlah Ekuitas Akhir Rp 10.776.326.337,00
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51.5

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih
terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan
mengenai Laporari Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan
kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis Akrual untuk
pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karana adanya koreksi pembukuan termasuk
koreksi atas pencatatan aset.

Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Banyumas yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2021 dan 2020
sebagai benkut:

. ; TA 2021 TA 2020 Kenaikan/Penurunan
No. | Rincian Objek Pﬁndapalan (Rp) ( R_E:' {Re)
1 2 3 4 5:(4-3)
1 PENDAF’ETAI:I;E Li DF.EHﬁ.I-iI !':l,ﬂEI 1 2.&24. 808,00 12.624.909,00
| (PAD)-LO
2 LAIN-LAIN PENDAPATAN | 0.00 | 1.096.038.421,00 1.096.036.421,00

| DAERAH YANG SAH-LO

\ Jumlah 0.00 | 1.108.861.330,00 1.108.661.330,00

5.1.6 Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih. Beban terdiri atas Beban Operasi sebesar Rp 33.871.796.371,00 dan
Defisit Operasional sebesar Rp 0,00.

Beban Operasi

Beban Operasi terdiri atas pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
yang menurunkan ekuitas Pemerintah Daerah. Beban Operasi terdiri atas:

Beban Pegawai Rp 3.100.825.295,00
Beban Barang dan Jasa Rp 30.770.971.076,00
Beban Hibah Rp 0,00
Jumlah Beban Operasional Rp 33.871.796.371,00

Rincian lebih lanjut dari Beban Operasi adalah sebagai berikut:
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. T TA 2021 | TA 2020 Kenaikan/Penurunan
Mo, Rincian Beban _-{RP]' (Re) (Re)

1 2 3 4 5:(4-3)
1 | Beban Pegawai 3.1m.315.295' 11.118.358.806 B.017.533.511
2 | Beban Barang dan Jasa 30.770.971.076 | 0.380.643.609 (21.381.327.377)
3 | Beban Hibah 0,00 m.a.a;.rzs.m _j 10.635.726.945
4 | Beban Bantuan Sosial 0,00 | 1339636123 | 1.339.638.123

anhi'i_L 33.871.796.371 | 22483365573 (1.388.430.798)

1. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional berasal dari defisit dari kegiatan non operasional yang

terdiri atas:

Defisit penghapusan aset tetap Rp 0.-
Defisit dari kegiatan non operasional lainnya Rp 0-.
Jumlah Defisit Non Operasional Rp 0,-

5.2 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan.
5.21  Informasi Umum mengenai SKPD
a. Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011

tentang Pembentukan Badan Penaggulangan Bencana Daerah di Kabupaten
Banyumas.

b. Tugas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penangggulangan
bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat dan
rehabilitasi dan rekondtruksi secara adil dan merata.

2. Menetapkan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan
bencana berdasarkan peraturan perundangn-undangan.

3. Menyususn, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyususn dan menetapkan prosedur terhadap penanganan bencana.

5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,
terkoordinasi dan menyeluruh di Kabupaten Banyumas.
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10.

1,

12

13,

Melaksanakan tanggap darurat melalui kaji cepat, penentuan tingkat
bencana, penyelamatan dan evakuasi korban dan pemenuhan kebutuhan
dasar non natural kepada masyarakat korban bencana.

Pemulihan dan meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, budaya,
keamanan dan ketertiban masyarakat serta perbaikan infrastruktur/fasilitas
umum/sosial yang rusak akibat bencana.

Meningkakan kualitas penanggulangan bencana pada masyarakat.

Mewujudkan harmonisasi hubungan antara pemerintah, masyarakat dan
dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Kabpaten Banyumas.

Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati
setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondidi
darurat bencana.

Mengendalikan pengumpulan dan mengendalian keuangan dan barang.

Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dan
APBD.

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-
ul dangan.

Untuk melaksanakan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Banyumas mempunyai fungsi :

1.

2.

3

4.

Meiumuskan, kebijakan teknis di bidang penanggulagan bencana ,

Pamberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang
penangguiangan bencana.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daeah Kabupaten Banyumas

terdiri

1. Kepala

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas secara ex
officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah berada dibawah danberlanggungjawab langsung kepada Kepala
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
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Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan saran masukan dan pertimbangan
kepada Kepala Badan dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan
pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra
bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Unsur pengarah mempurnyai fungsi

a. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana
daerah;

b. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana,
saat tanggap darurat dan pasca bencana;

¢. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi
prabencana, saat tanggap darurat, pasca bencana,

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
3. Unsur Pelaksana

a. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Keala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Banyumas bidang penanggulangan bencana
meliputimempunyai tugas mmmbantu Kepala Badan dalam melaksanaan
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan,
pembinaan teknis pelaksanaan penunjang urusan wajib ketentraman, ketertiban
dan periindungan masyarakat bidang penanggulangan bencana meliputi
prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan kebencanaan yang diberikan
kepada kabupaten.

b. Unsur pelaksana mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana,
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada kabupaten;

b. pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana, yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada kabupaten;

c. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang penanggulangan
bencana, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
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d. pemantauan penyeienggaraan penanggulangan bencana yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada kabupaten;

e. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang
penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

f. pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada kabupaten;

g. pelaksanaan pengkomandoan, pengkoordinasian dan pelaksana
pada saat terjadi bencana yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

h. pelaksanaan pengendalian tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam
melaksanakan tugasnya untuk penanggulangan bencana,

i. pelaksanaan pengendalian tugas Pusat Pengendalian Operasi
(PUSDALOFPS) dalam pengumpulan, pengolahan dan
pendistribusian data informasi kebencanaan serta sumber
dayanya; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
c. Susunan organisasi

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Banyumas mempunyai tugas dan fungsi masing yang terdiri atas :

1.  Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok :

1. Merumuskan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana
berdasarkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas serta
Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Jangka Menengah sebagai
pedoman tugas;

2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program-progran yang telah
ditetapkan di lingkungan BPBD sesuai dengan sasaran strategis umtuk
pengendalian pelaksanaan tugas;

3. Mengendalikan seluruh pelaksanaan program di lingkungan BPBD
dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan
program berjalan sesuai dengan rencana,

4. Mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsidi lingkungan BPBD
sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis Badan
Penanggulangan Bencana agar sasaran strategis dapat tercapai
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5. Membina Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan BPBD dengan
memfasilitasi pengembangan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi
jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam
pelaksanaan tugas;

6. Merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan, bidang
penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan
ketentuan yarng berlaku guna menjadikan pedoman dalam
pelaksanaan tugas,

7. Menyelia pelaksanaan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang
penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan
ketentuan yang belaku guna menjamin kegiatan berjalan dengan
lancar,

8. Memeantau pelaksanaan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang
penangguiangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan
ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan
dengan penerapan dilapangan;

9. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan bidang
kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan
kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;

10. Mengesahkan dan  mengarahkan administrasi kesekretariatan,
bidang penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan
tertib administrasi,

11. Mengevaluasi pelaksanaan program di ingkungan BPBD dengan cara
membandingkan antara rencana kerja dan program yang telah
dilaksanakan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada kabupaten sebagai bahan laporan program dan
rencana yang akan datang,

12. Melaporkan pelaksanaan tugas dilingkungan BPBD sesuai
dengan program yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
akuntabilitas pelaksanaan tugas BPBED,;

13. Mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam
melaksanakan tugasnya untuk penanggulangan bencana,
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i4. Mengendalikan pelaksanaan tugas Pusat Pengendalian Operasi
(PUSDALOPS) dalam  pengumpulan, pengolahan  dan
pendistribusian data informasi kebencanaan serta sumberdayanya;
dan

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada
peraturan perundangan yang berlaku.

2 Kepala Sekretariat nempunyai tugas pokok

1. Menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program
kerfja BPBD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan
dapat berjalan efekiif dan efisien;

3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara berkala
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;

5. Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan dan membimbing
pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi:
a. perencanaan,

b. keuangan,

c. kerumahtanggaan dan perlengkapan;
d. organisasi dan tatalaksana;

e. kepegawaian,

f. pelayanan administrasi;

g. hukum;

h. kehumasan dan keprotokolan; dan

i. kearsipan dan perpustakaan.

6. Melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program
kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna
menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

7. Memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja
Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin
tertib administrasi;

Bab V~14

Catatan alas Laporan Keuangan Tahun 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas



8. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat
serta pelaksanaan tugas bawahan dengancara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja
di masa yang akan datang;

9. Menyusun laporan  pelaksanaan kebijakan dan program
kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala
sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok :

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas,

Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian

]

Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;

3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;,

5. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan yang meliputi:

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja
dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan
Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);

b. pengelolaan penatausahaan keuangan;

c. pengelolaan Gaiji dan penghasilan lain pegawai;

d. fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;
dan

e. fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan; dan
lain-lain;

6. Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan
Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna
terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai,
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7. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Keuangan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib
administrasi;

8 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan serta
tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang
akan datang;

9. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Keuangan sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan
datang; dan

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugasnya.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok :

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
ditetapkan untuk memperiancar pelaksanaan tugas;

3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar,

4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesua! dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang
meliputi:

a. kerumahtanggaan dan perlengkapan berupa perencanaan
kebutuhan, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan dan/atau
penggunaan dan/atau penghapusan perlengkapan, sarana dan
prasarana penunjang kegiatan di lingkungan dinas;

b. pengelolaan kepegawaian berupa :

1) Penyusunan analisis jabatan, ABK, dan evaluasi jabatan;
2) Penyusunan formast,

Bab V~16

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas



3) Pemrosesan dan pengusulan administrasi kepegawaian (cuti,
mutasi pegawai, diklat, gaji, tunjangan dan kesejahteraan, dan
lain-lain); dan

4) Ketatausahaan kepegawaian (pengelolaan daftar hadir,
pengelolaan administrasi, penjatuhan hukuman disiplin
pegawai, pengelolaan SKP, Penilaian Prestasi Kerja,
Penghimpunan Bahan Evaluasi dan Penilaian Reformasi
Birokrasi dan lain- lain);

c. organisasi dan tatalaksana Penyusunan Standar Operasional
Prosedur, Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Fasilitasi
Penataan Kelembagaan, Pengusulan atau Pemrosesan
Pendelegasian Kewenangan, dan lain-lain;

d. pelayanan administrasi persuratan berupa penerapan tata naskah
dinas, persuratan dan lain-lain; dan

e. penyelenggaraan hukum, kehumasan, keprotokolan, kearsipan
dan perpustakaan.

6. Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang
berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;

7. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga
terwujud tertib administrasi;

8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan
kepegawaian serta tugas di lingkungannya dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang,

9. Melaporkan  pelaksanaan kinerja Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagal bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
yang akan datang; dan

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan fugasnya.

5. Sub Koordinator Perencanaan mempunyai tugas pokok :
1. Merencanakan kegiatan Sub Koordinator Bagian Perencanaan
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

Bab V~17

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas



2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Bagian
Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan
untuk memperlancar pelaksanaan tugas;

3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan  di lingkungan Sub
Koordinator Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Bagian
Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

5. Menyusun rumusan  kebijakan teknis dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Bagian Perencanaan yang
meliputi:

a. penyusunan Rencana Strategis (Restra), Rencana Kerja
(Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit
Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;

b. pengusulan Kebijakar Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (KUA PPAS), Kebijakan Umum Anggaran serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS
Perubahan);

c. penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja
Instansi  Pemerintah  (LKJIP)  Laporan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laproan Realiasisi Fisik dan
Kegiatan Bulanan, Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
dan

d. fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan Lain-lain.

6. Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan
Sub Koordinator Bagian Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;

7. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Bagian
Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga
terwujud tertib administrasi;

8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Bagian
Perencanaan serta tugas di lingkungannya dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan l|aporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
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9. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Bagian Perencanaan

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;

10. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi kebencanaan di

wilayah, dan

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Pencehagan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas
pokok :
1.

Menyusun rencana  operasional Bidang  Pencegahan dan
Kesiapsiagaan berdasarkan program kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat

berjalan efektif dan efisien;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang

Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan

tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang beriaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan membimbing

pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah

yang meliputi:

a. pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan
bencana,

b. pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rencana aksi
penangguiangan bencana daerah;

c. pencegahan dini dan pengurangan risiko terhadap ancaman
bencana pada wilayah potensi rawan bencana meliputi Kajian
Risiko Bencana dan Rekontijensi;

d. pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi potensi
ancaman bencana;

e. penyusunan peta rawan bencana,
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f. pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dalam
penanganan bencana;

g. sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan
penangguiangan bencana;

h. pengembangan dan peningkatan kapasitas
masyarakat/organisasi peduli bencana; dan

i. pengembangan ilmu, teknologi dan sistemn informasi.

6. Memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja
pelaksanaan tugas bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam
pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan
penerapan dilapangan,

7. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan
program kerja pelaksanaan tugas bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian
kebijakan dengan penerapan dilapangan;

8. Memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan
kebijakan dan program kerja bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku guna menjamin tertib administrasi;

9. Mengevaluasi  pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta pelaksanaan tugas bawahan
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

10. Menyusun laporan  pelaksanaan kebijakan dan program kerja
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Sub Koordinater Pencegahan mempunyaitugas pokok :

1. Merencanakan kegiatan Sub Koordinator Pencegahan berdasarkan
rencana operasional Sub Koordinator Pencegahan sebagai pedoman
pelaksanaan;

2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator
Pencegahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
ditetapkan untuk memperiancar pelaksanaan tugas;
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3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Koordinator Pencegahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator
Pencegahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

3. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan
kegiatan Sub Koordinator Pencegahan yang meliputi:

a. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data ancaman
bencana;

. penyusunan petunjuk teknis dan SOP mitigasi bencana;

. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan risiko bencana;

. pengembangan sistem informasi;

. penyajian data dan informasi;

0 o O T

identifikasi dan pengenalan ternadap sumber bahaya atau ancaman
bencana;

g. pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya
alarn yang secara tiba- tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi
sumber bahaya bencana;

h. pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana;

i. pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana,;

j- bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap
terhadap resiko bencana,

k. panduan penanganan pencegahan bencana;

l. bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan
pencegahan bencana,

m. pencegahan bencana dan mitigasi pada pra bencana,;

n. pemberdayaan dan  peningkatan  masyarakat terhadap
pencegahan bencana dan mitigasi pada pra bencana;

0. penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan
mekanisme pencegahan dan mitigasi pada pra bencana;

p. pengawasan evaluasi terhadap perencanaan
penyelenggaraan sistem pengendali bencana;

q. pengawasan dan pengendalian bencana; dan

r. evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;

6. Memantau pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Pencegahan yang
menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna
mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
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11.

. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Sub

Koordinator Pencegahan yang menjadi kewenangannya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian
kebijakan dengan penerapan dilapangan;

. Memverifikasi pengadministrasian  kegiatan Sub Koordinator

Pencegahan yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan ketentuan
yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator
Pencegahan serta tugas di lingkungannya dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

Melaporkan pelaksanaan kinena Sub Koordinator
Pencegahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
yang akan datang; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugasnya.

8. Sub Koordinator Kesiapsiagaan mempunyaimtugas pokok :

T

Merencanakan kegiatan Sub Koordinator Kesiapsiagaan berdasarkan
rencana operasional Sub Koordinator Kesiapsiagaan sebagai
pedoman pelaksanaan;

Membagi tugas kepada bawahan dilingkungan Sub Koordinator
Pencegahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
{ itetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Koordinator Kesiapsiagan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator

Kesiapsiagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar terhindar dari kesalahan;

Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan

kegiatan Sub Koordinator Kesiapsiagaan yang meliputi:

a. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data kesiapsiagaan
bencana;

b. penyusunan petunjuk teknis dan SOP kesiapsiagaan bencana,

c. pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

d. pengembangan sistem informasi; dan
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e. penyajian data dan informasi.

6. Memantau peiaksanaan kegiatan Sub Koordinator Kesiapsiagaan
yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
guna mewujudkan kesesuaian kebijaken dengan penerapan di
lapangan;

7. Melaksanakan pembinaan  teknis pelaksanaan kegiatan Sub
Koordinator Kesiapsiagaan yang menjadi kewenangannya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian
kebijakan dengan penerapan di lapangan;

8. Memverifikasi  pengadministrasian  kegiatan Sub Koordinator
Pencegahan yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan ketentuan
yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi:

8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Kesiapsiagaan
serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang
akan datang;

10. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator
Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
yang akan datang; dan

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugasnya.

9. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyaimtugas pokok :

1. Menyusun rencana operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik
berdasarkan program kerja BPBD serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;

3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang
Kedaruratan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. Menyelia pelaksanaan iugas bawahan di Bidang Kedaruratan dan
Logistik secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
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5. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan membimbing
pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Kedaruratan dan
Logistik dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang
meliputi:

a. penanggulangan bencana bidang Kedaruratan dan Logistik pada
saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan
logistik melalui pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi,
kerusakan, dan sumberdaya, penyelelamatan dan evakuasi
masyarakat terkena bencana, pemberian bantuan pemenuhan
kebutuhan dasar korban bencana, pelaksanaan perlindungan
masyarakat kelompok rentan dan kegiatan pemulihan darurat
prasarana dan sarana,

b. koordinasi dan pelaksana penanggulangan bencana pada saat
terjadi bencana; dan

c. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan
logistik;

6. Memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan
tugas bidang Kedarurtan dan Logistik dalam pelaksanaan
kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan
dilapangan;

7. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program
kerja pelaksanaan tugas bidang Kedaruratan dan Logistik dalam
pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan
dengan penerapan di lapangan,

8. Memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan
dan program kerja bidang Kedaruratan dan Logistik dalam
pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
guna menjamin tertib administrasi;

9. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang
Kedaruratan dan Logistik serta pelaksanaan tugas bawahan dengan
cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
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10. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program Kerja sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kKinerja;

11. Mengoordinasikan  pelaksanaan tugas PUSDALOPS dalam
pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian data informasi
kebencanaan di wilayah dan menyusun laporan penanggulangan
bencana; dan

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Sub Koordinator Kedaruratan mempunyai tugas pokok :

1. Merencanakan kegiatan Sub Koordinator Kedaruratan berdasarkan
rencana operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai
pedoman pelaksanaan;

2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub
Koordinator Kedaruratan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;

3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang
| ledaruratan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator
Kedaruratan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

5. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan
kegiatan Sub Koordinator Kedaruratan yang meliputi:

a. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat
bencana;

b. penyusunan petunjuk teknis tanggap darurat bencana,

c. penanganan evakuasi korban bencana,

d. penanganan pengungsi korban bencana,

e. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi,

f. pendirian posko komando di lokasi bencana; dan

g. penyusunan kondisi status keadaaan darurat bencana;

6. Memantau pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Kedaruratan
Penanggulangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan
dengan penerapan dilapangan;

7. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Sub

Koordinator Kedaruratan yang menjadi kewenangannya sesual
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dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian
kebijakan dengan penerapan dilapangan,

8. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator
Kedaruratan yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan ketentuan
yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;

9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Kedaruratan
serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang
akan datang;

10. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Kedaruratan sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;

11. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pendistribusian data dan
informasi kebencanaan diwilayah;

12. Menyusun laporan penanggulangan bencana; dan

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugasnya.

11. Sub Koordinator Logistik mempunyai tugas pokok :

1. Merencanakan kegiatan Sub Koordinator Logistik berdasarkan
rencana operasional Bidang Logstik sebagai pedoman pelaksanaan;

2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator
Logistik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan
untuk memperlancar peiaksanaan tugas,

3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Koordinator Logistik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

liberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Logistik
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar
dari kesalahan;

5. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan
xegiatan Sub Koordinator Logistik yang meliputi:

a. pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

b. pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda- tenda;

c. bantuan sosial kepada korban bencana;

d. bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang
memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana;
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2. pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat
penanganan bencana;

f. pengangkutan peralatan penanggulangan bencana; dan

q. penyajian data dan informasi.

6. Memantau pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Logistik yang
menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna
mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan dilapangan;

7. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Sub
Koordinator Logistik yang menjadi kewenangannya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan
dengan penerapan dilapangan;

8. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Logistik
yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
sehingga terwujud tertib administrasi;

8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Logistik serta
tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahar laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

10. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Logistik sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
dan

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugasnya.

12. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok :

1. Menyusun rencana  operasional Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi berdasarkan program kerja BPBD serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,;

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;

3 Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
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5. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan membimbing
pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah
terkait dengan penanggulangan bencana pada pasca bencana,
melalui perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana
dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat,
pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan
resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan
keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan atau
pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali
prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial
masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya
masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan tahan
bencana, mendorong partisipasi dan peran serta lembaga dan
organisasi kemasyarakatan/masyarakat dan dunia usaha melalui
pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan
kerugian akibat bencana sesuai dengan kelentuan yang berlaku guna
memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;

6. Memantau pelsksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan
tugas bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan
kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku guna mewujudkan Kkesesuaian kebijakan dengan
penerapan dilapangan;

7. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan
program kerja pelaksanaan tugas bidang Rehabilitasi dan
Rekaonstruksi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah
sesuai dengan ketentuan yang beriaku guna mewujudkan
kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;

8. Memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan
kebijakan dan program kerja bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku guna menjamin tertib administrasi;

9. Mengevaluasi peliaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta pelaksanaan tugas bawahan
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
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10. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala
sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Sub Koordinator Rehabilitasi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok :

1. Merencanakan kegiatan Sub Koordinator Rehabilitasi Pasca
Bencana berdasarkan rencana operasional Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan;

2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator
Rehabilitasi Pasca Bencana sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;

3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Koordinator Rehabilitasi Pasca Bencana sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar,

4. Memeriksa hasi! kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator
Rehabilitasi Pasca Bencana sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5. Menyusun rumusan  kebijakan teknis dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Rehabilitasi Pasca Bencana
yang meliputi:

a. penanganan rehabilitasi pasca bencana;

b. perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;

c. normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat
pada wilayah pasca bencana;

d. pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta
kelembagaan pada wilayah pasca bencana;

m

. perbaikan lingkungan daerah bencana;
relokasi Rumah Rusak Korban Akibat Bencana Alam;

b |

. pemulihan sosial psikologis;

= o

. pelayanan kesehatan;
i. pemulihan sosial ekonomi budaya;
j. pemulihan keamanan danketertiban; dan
k. penyaluran dana dan barang bantuan bencana
6 Memantau pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Rehabilitasi
Pasca Bencana yang menjadi kewenangannya sesuai dengan
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ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan
dengan penerapan dilapangan;

7. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Sub
Koordinator Rehabilitasi Pasca Bencana yang menjadi
kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna
mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan dilapangan;

8. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator
Rehabilitasi Pasca Bencana yang menjadi kewenangannya, sesuai
dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib
administrasi;

9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Rehabilitasi
Pasca Bencana serta tugas di lingkungannya dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang,

10. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator
Rehabilitasi Pasca Bencana sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja
dan rencana kegiatan yang akan datang; dan

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugasnya.

14. Sub Koordinator Rekonsruksi Pasca Bencana mempunyai tugas
pokok :

1. Merencanakan kegiatan Sub Koordinator Rekonstruksi Pasca
Bencana berdasarkan rencana operasional Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan;

2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub
Koordinator Rekonstruksi Pasca Bencana sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan
iugas;

3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Koordinator Rekonstruksi Pasca Bencana sesuai dengan tugas dan
tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4. Memeriksa hasili kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator
Rekonstruksi Pasca Bencana sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
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5. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan
pelaksanaan kegratan Sub Koordinator Rekonstruksi Pasca Bencana
vang meliputi kegiatan terkait dengan:

a. tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan
budaya;

. penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana;

pembangunan kembali sarana dan prasarana,

. pembangunan kembaii sarana sosial masyarakat,

o o 0 o

. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan perlatan

yang lebih baik dan tahan bencana;

f. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi
kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, dan
g. peningkatan fungsi pelayanan publik;

6. Memantau pelaksanaan kegiatan Sub  Koordinator
Rekonstruksi Pasca Bencana yang menjadi kewenangannya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian
kebijakan dengan penerapan dilapangan;

7. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Sub
Koordinator Rekonstruksi Pasca Bencana yang menjadi
kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna
mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan dilapangan;

8. Memverifikasi pengadministrasian  kegiatan Sub Koordinator
Rekonstruksi Pasca Bencana yang menjadi kewenangannya, sesuai
dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;

9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub  Koordinator
Rekonstruksi Pasca Bencana serta tugas di lingkungannya dengan
cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-
tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang,

10. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator
Rekonstruksi Pasca Bencana sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan yvang akan datang; dan

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugasnya.
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BAB VI
PENUTUP

Demikian laporan keuangan ini disusun untuk menyajikan informasi keuangan yang
relevan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bermanfaat dalam
pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Purwokerto, 29 Maret 2022
Plt. KEPALA PELAKSANA BPED

ATEN BANYUMAS

T Pembina Utama Muda

NIP. 19640402 199103 2 005
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DAFTAR SALDO BUKU BESAR

Urusan : 1.05 Ketenteraman dar, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Pemerintahan 1.05.0. Badan Penangguiangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisast : 1.05.0.00. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00.01.00
Tahun Anggaran : 2021
Periode s.d. : 31 Desember 2021
Kode Akun Nama Akun Debet Kredit
1.1.01 Kas dan Setara Kas 0,00 0,00
1.1.12 Persediaan 478.689.150,00 0,00
1.1.13 fset Untuk Dikonsolidasikan (25.952.938.148,00) 0,00
1.3.01 Tanah 40,076, 200, 00 0,00
1.3.02 Peralatan dan Mesin 7.228.267.474,00 0,00
1.3.03 Gedurg dan Bangunan 2.766,520,750,00 0,00
1.3.04 lalan, Jaringan, dan Irigasi 8.366_689.600,00 0,00
1.3.05 Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
1.3.07 Alurmulas Penyusutan {9.169.920.941,00) 0,00
1.5.04 Aset Lain-iain 1.852.925.500,00 0,00,
1505 |Akumulasi Amortisas Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00
1.5.06 Akurnulasi Penyusutan Aset Lainmya (617.371.173,00) 0,00
2101 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0, 0,00
2.1.06 Utang Belanja 0,00 119,550.223,00
310 Ekuwitas 0,00 12.578.190.573,00
3.1.02 Ekuitas SAL 0,00 0,00
3.1.03 Ekistas untuk Dikonsolidasikan 0,00 15.998.265.442,00
5.1.01 Belanja Pegawal 3.001,770.666,00 0,00
.1.02 Belan)a Barang dan Jasa 2.983.654.337,00 0,00
5.4.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 218.798.300,00 0,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.040.000,00 0,00
5.2.04 Belanja Modal Jalar Jaringan, dan Irgasi 176.900.000,00 0,00
6.3.04 Perubahan SAL 0,100 6.672.163.303,00|
8.1.01 Behan Pegawai 3.100.825.295,00 0,00
8.1.02  |Beban Barang can lasa 30.770.971.076,00 0,00
B8.2.01 Baban Peryusutan Peralatan dan Mesin 476.756.394, 00/ 0,00
8.2.02 Beban Peryusutan Gedung dan Bangunan 39,391.400,00 D.m1
8.2.03  |Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi 655.693.718,00 0,00
8.2.04 Beban Peryusutan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
8.2.05 Beban Peryusutan Aset Lainnya 121.219.954,00 0,00|
8.2.06 |Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00
8.4.01 Beban Tak Terduga £.586.209.989,00 0,00
8501 |Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non 0,00 0,00
Laar-1 0
JUMLAH 35.368.169.541,00 35.368.169.541,00
Purwokerto, 29 Marer 2022
DAFTAR SALDO BUKL BES Halsman 1




Larmpiran b.1

Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2021

Kode SKPD @
Mama SKIPD -

105, 0.0:0.0.00. 0 1..0:0
BPBD Kabupaten Banyumas

Daftar Sub Kegiatan yang Tidak Dilaksanalkan

Jamlah Anggaran

Mo iam Sub i iad
Uraian Kegiatan (R - Keterangan tidak dilaksanalkan
1. Pemgeiolaan dan Pemanfaatan Sisten Informasi Kebencanaan 3.000.62% |Kesalshan Kode Rekening
Jumlah 3000625

Lampiran b.1



Lampiran b.2

Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2021

ipde SKPD . 105.0.00.0.00001.00
Mama SKPD . BPBD Kabupaten Bamysmas

Daftar Kegiatan yang Dilaksanakan Tidak Mencapai Tanget Sasaran

_ | Juwmbah Amggaran
Uraian Kegiatan [Rupéah)

- = =
sasaran

MIHIL

5y NIP. 196404021991032005

— —

Lampiran b.2



Lampiéran b.3

Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2021

Kode SKPD - 1.05.0.00.0000000L. 00
Mama SKPD : BPBD Mabupaten Banyumas

Daftar Pendapatan yang Tidak Mencapai Target

Mo Jenis Pendapatan

Target (Rupiah)

Realisasi (Rupiah) |

Kurang Target
{Ruspiah)

Keterangan penyebab tidak

MEHIL

Lampiran b.3



Lampiran b.4

Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2021

Kode SKEPD @ 1.05.0.0000.00.0 100
Hama SKPD - BPBD Kabupaten Banyumas

Daftar Pendanatan yang Melebihi Target

Jenis Pendapatan

Target (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

Lebih Target
{Rupiah)

Keterangan melebihi target

NIKIL

Lampiran b.4



Lampiran b.5

Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2021

Daftar Belanja yarg Melampaui Anggaran

Kiode SKPD - L.05.0.00.0.00.0100
Namz SKPD : BPED Kabupaten Banyumas

Rincian Obyek Belanja

Anggaran
(Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

{Rupiah)

NIHIL

Fit_ Kepaia Pelaksara BP0 Kabupaten Baryumas

Lampiran b.5



Lampiran b.6

Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsenbrasi Tahun 2021

Kiode SEPDr - 1LJ0G0U00.0.20.04. 00

Nara SKPD - BPBD Kabupaten Banyumas

Ho Kegiatan {Rupiah) Realisasi (Rupiah)| Sisa (Rupiah) Perunmlczn
NIHIL
Junslah -

Lampiran b.6



Lampiran b.7

Anggaran dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan Tahun 2021

Kode SKPD - L.05.0.00.0.00.01.00

Mama SKPD : BPED Kabupaten Bamyumas

Kegiatan

(Rupiah)

Reafisasi (Rupiah}

Sisa (Rupiah)

Peruntukan

NIHIL

Pit. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bamnamas

"

Lampiran b.7



Lampiran c.1.1

Neraca per 31 Desember 2021

Wode SKPD: - 1.05.0.0:0.0.00.01.00
Mama S¥FD - BPBD Kabupaten Banyamas

Rekapitulasi Jasa Giro (bunga bank) Rendahara Penerimaan/Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kasda

Marna Bznk

Namor Rekening Bank

Bendahara

Jumidzh (Rp)

Hetesamgan

foss. e ——

Pi. Kepaia Pelaksana BPRD Kabupaben Bacrumas

Lampiran <. 1.1



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JI. H.M. Bachroen Kel. Berkoh, Kec. Purwokertoe Selatan

Telp. (0281) 6570790 Fax. (0281) 68431931

REGISTER PENUTUPAN KAS

Namor:

Qo0 €16 7/ 200 |

Tanggal penutupan kas 31 Desamber 2021

Nama penutup/pemegang kas
Tanggal Penutupan Kas yang lalu 30 November 2021

Jumilah transaksi s/d bulan Desamber 2021

Jumlah penerimaan s/d tanggal 31 Desember 2021 Rp. 7.483.757.306
Jumlah pengeluaran s/d tznggal 31 Desember 2021 Rp. 7.483.757.306
Saldo Buku FRp. 0,.-
Saldo Kas terdiri dari:
1. Lembaran uang kertas Rp100.000 x 0 lembar = Rp 0
Lembaran uang kertas Rp 50.000 x 0 lembar = Rp 0O
Lembaran uang kertas Rp 20.000 x 0 lembar = Rp O
Lembaran uang kertas Rp. 10.000 % 0 lembar = Rp O
Lembaran uang kertas Rp. 5.000 ¥ 0 lembar = Rp C
Lembaran uang kertas Rp. 2.000 x 0 lembar = Rp O
Lembaran uang kertas Rp. 1.000 ¥ 0 lembar = Rp O
2. Uang logam Rp. 1.000 x 0 lembar = Rp O
Uang logam Rp 500 % 0 lembar = Rp O
Llang logam Rp. 200 * 0 lembar = Rp O
Uang logam Rp. 100 x 0 lembar = Rp 0
Llang logam Rp. 50 ¥ 0 lembar = Rp O
3. Kertas berharga dari bagian kas yang dijinkan, = Rp 0
ordonasi/SP2D, Cek, saido Bank, materai dan sebagainya
Jumlah Saldo Kas Rp. 0.-
Pertedaan positif / negative Rp. 0.-

4 Penjelasan perbedaan positif / negatif : -

Purwokerto, 31 Desember 2021

Yang diperiksa Tim Pemeriksa

Bendahara Pengeluaran BPBD 1

Kahulff:;anyumas

R. Agus Supriyanto, 5.IP, M.5i
NIP. 19621204 198607 1 001

Yudi Fitrfanto 2. Retno Astuti D., SE., M.Si
NIP. 19730625 200701 1011 MIP. 19790921 200501 2 015
Atasan Langsung 3. Sri Wahyuni, SE., M.Si +=i—

Eni Agustia
NIP. 19690801

uti, SH.
59203 2 009

by ¥

2 gP

NiP. 19851027 201001 2 021

_ Mengetahui;
Kepalg-Lelaksana BPBD Kab. Bms

3

D -I £
" \_TiFIK PRUASTUTI, SH, M.Pd
e, 2 199103 2 005

. ”
&5 H\f".}‘ -



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Ji. HM. Bachoen Kel. Berkoh Kec. Purwokerto Selatan

Telp. (0281) 6570790 Fax. (0281) 6341931

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Nomor: 9op / ¢ G /202!

Pada hari ini Jum’at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu (31-12-2021), vang bertandatangan di bawah ini Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah
Kabupaten Banyumas sesuai Surat Perintah Tugas Nomor 094/032/PKPT/PI/XII/2021 tanggal 13
Desember 2021:

Namz 'labatan  : R. Agus Supriyanto, S.IP, M.Si / Pengendali Teknis
NIP 19621204 198607 1001

Nama/Jabatan . Retno Astuti D., SE., M.Si / Ketua Tim

Mip . 14790921 200501 2 015

Nama/labatan  : Sri Wahyuni, SE., M.5i / Anggota Tim

NIP + 19851027 201001 2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kami melakukan pemeriksaan setempat pada:
Nama . Yudi Fitrianto
NIP : 15730625 200701 1011
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 900/1047/TAHUN 2020 tanggal 30 Desember
2020 ditugaskan mengurus uang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada
dalam pengurusan itu, kami menemukan kenyataan sebagai berikut:

Jumiah uang yang kami hitung di hadapan pejabat tersebut adalah:

a. Uang kertas Rp. 0,-

b. Uanglogam Rp. 0.-

c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum Rp. 0,-

dicairkan

d. Saido Bank Rp. o,-

e. Surat / barang berharga vang diizinkan Rp. 0,-

lumlah Rp. 0,-

Saldo menurut Buku Kas umum Rp. 0,-
Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan saldo buku Rp. 0.-

Penjelasan perbedaan positif/negative

Purwokerto, 31 Desember 2021

Yang diperiksa Tim Pemeriksa
Bendahara Pengeluaran BPED 1. R. Agus Supriyanto, S.1P, M.5i it
Kabupﬁf{\i’amumm MIP. 19621204 198607 1001
]
Yudi Fitdianto 2. Retno Astuti D., SE., M.Si
MNIP. 19730825 200701 1011 NIP. 19790921 200501 2 015
Atasan Langsung 3. Sri Wahyuni, SE., M.Si —I—%P'H
/PitF—_—EQﬁJ{E? 201001 2 021
“a KAB 5>
x .-.‘I \fhpff- ) .q;:‘. ;
Eni Agustrastuti, SH. i >Mengetahui;
NIP. 19690801 199203 2 009 Kepai
N

o, =
== TITIK PUHASTUTI, SH, M.Pd
NIP. 19640402 199103 2 005



Lampiran ¢.1.2

Neraca per 31 Desember 2021

Kode SKFD @ 1.05.0.00.0.00.01.00
Mama SEPD : BPBD Kabupaten Banyumas

Rekapitulasi Sisa Uang Persediaan (UP/TU) Tahun 2021 yang Disetor Tahun 2022

No Tanggal Setor Jumlah Setor (Rp) Keterangan
A |Sisa Uang Persediaan (UP) 0
Jumiah 0
B |Sisa Tambahan UP (TU) 0
Jumiah 1] |
Jumiah Setoran 1]

MNIP. 196404021991032005

Lampiran c.1.3



Lampiran c.1.4

Neraca per 31 Desember 2021

Kode SKPD : 1.05.0.00.0.00.01.00
Nama SKPD : BPBD Kabupaten Banyumas

DAFTAR PIUTANG SKFD
Mo Jenis Piutang Wajib Pajak/Retribusi J“"“'E‘R;M Keterangan

MIHIL

P, 1

i 7

.,

4 N NIP. 196404021991032005




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan. HM. Bachroen No. PURWOKERTO 53148

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOK OPNAME BARANG PERSEDIAAN

Pada han ini, Jumat tanggal 31 bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di
bawakh ini:

Nama/Jabatan . R Agus Supriyanio, 5.IP, M.Si / Pengendali Teknis
NIP T 19621204 198607 1 001

Nama/Jabatan . Retno Astuti D., SE., M.Si / Ketua Tim

NIP 19790521 200501 2 15

Nama/Jabatan . Sri Wahyuni, SE., M.Si / Anggota Tim

NIP . 19851027 201001 2 024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah, kami melakukan pemeriksaan setempat pada:

Nama . Toni Suhartono
NIP ¢ 15770501 200201 1 015
Jabatan . Pengurus Barang

Berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/1095/TAHUN 2020 tanggal 30 Desamber 2020
ditugaskan menjadi Pengurus Barang Milik Pemerinteh Daerah Kabupaten Banyumas pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil perneriksaan stok opname barang persediaan yang berada calam pengurusan yang
bersangkutan, kami benar-benar menamukan sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara ini.

Purwokarto, 31 Desember 2021

Yang diperiksa Tim Pemeriksa
Pengurus Barang/Pembantu Pengurus 1. R. Agus Supriyanto, 3.IP, M.Si >
Barang BFED
Kab. Banyumas NIP. 19621204 158607 1 001
Toni 0 2 Retno Astuti D., SE., M.5i
NIP. 189770501 200201 1 015 NIP. 19790921 200501 2 015
Atasan Langsung 3. Sri Wahyuni, SE., M.Si
E ﬂ NIP. 19851027 201001 2 021
(7 3

umarti.;ﬂus
NIP. 19670302 198812 2 002

==, Mengetahui,
fdkgana BPBD Kab. Banyumas
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Lampiram c.2.2

Meraca per 31 Desember 2021

Kod= SEPD : £.05.0000.0.00.01.00
Namz SKPD - BPBD Kabupaten Banyumas

Daftar Aset Tetap yang Berasal dari Mutasi SKPD Lain

Jenis Asel Tetap

Milai Perobehan

Tanggal Perolehan

Keterangan [SK Mutasi)

o

17, I S FYRN A ]

Tanah

eviang dan Bamgunan
Jafan, Jaringan dan Instaiasi
[Aset Tetap Lainnya

Lampiran c.2.2



Lampiran c.2.3

Meraca per 31 Desember 2021

Kode SEPD - L.05.0000.0.00.01.00
Marma SKPD : BPBED Kabupaten Bamyumas

Daftar Aset Tetap yang Dimutasi ke SKPD Lain

Jenis Aset Tetap

Milai Perolehan

Tanggal Mutasi

SKPD Tujuan

Keterangan (SK Mutssi)

TR ¥

o=

Tanah
iGadung dan Bangunan
Jakan, Jarngan dan Tnstalarsi
Mset Tekap Lamemya

. 196404021991032005

Lampiran c.2.3



Lampiram c.2.4

Meraca per 31 Desember 2021

Fode SKPD : 1.05.0000.0.0:0.04.00
Mama SKPD : BPBD Kabupaten Bamyumas

Daftar Aset Tetap yang Tidak Masuk Meraca Tahun 2021

No Jenis Aset Tetap Rincian Jumiah (Rp) Keterangan
1 [Tanah NIHEL i
2 [Peralztan dan Mesin NZHIL
3 |Gedung dan Bangunan WIHIL
4 |Jalan, Jaringan dan Instalasi MIHIL
5 |Aset Tetap Lawewya NIHIL

Lampiran c.2.4



Lampiran c.1.5

Neraca per 31 Desember 2021

Daftar Aset Tetap yang dihapuskan dari Neraca tahun 2021

Kode SKPD = LS 0.0:0.0.00. 0108
Nama SEPD - BPBD Kabupaten Banyumas

Mo Jenis Aset Tetap Tanggal Penghapusan Jumiah (Rp) Keterangan (SK Penghapusan)
1 [Tanzh NEHIL
i 2 |Persiatan dan Mesin NIHIL
3 -:ssu-g dan Bangunian NIHIL
4 _Jahﬂ, Jaringan dan Instalasi NIHIL
5  [Aset Tetap Lainnya NIHIL

Lampiran €.2.5



Lampiran c. 2.6

MNeraca per 31 Desember 2021
Kode SEPD - 105, 0,000, 0:U01. 00
Mama S¥PD - BFED Kabupaben Bamyumas
Daftar Aset Tetap Tanah yang Belum Be-<ertifikat
No Ma. Regisher Alamat Tanah Luas Tanah Milad (Rp) Keterangan

HIHIL

Lampiran c.2.6



Lampiran ¢.2.7

MNeraca per 31 Desember 2021

Kode SKPD : 1.05.0.00.0.00.01.00
Mama SKPD : BPBD Kabupaten Banyumas

Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 yang Masih Belum atas Nama Pemerintah Kabupaten
Banyumas

No

No. Register

Alamat Fisik Gedung dan Bangunan

Nilai (Rp)

Keterangan

NIHIL

P’rl:. Hepaia Pelab.sana BPBD Kabupaten Banyumas

TNIP 1954045219‘91&31&“5

Lampiran c.2.7



Lampiran c.2.8

Meraca per 31 Desember 2021

Kode SKPD : 1.05.0.00.0.00.01.00
Nama SKPD : BPBD Kabepaten Banyumas
Daftar Aset Tetap yang Dilepas

C: 1

No Jenis Aset Rincain Aset Nilai (Rp) '*em‘zﬁ,’"‘ s iI:ﬂEl '“"’?.“ '[ﬁ&"“"l =
1| NIHIL -

i

L | _

Pit. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas




Lampiran c.2.9

Neraca per 31 Desember 2021

Kode SKPD - 1.05.0.00.0.00,01.00
Mama SKED : BPBD Kabupaten Banyumas

Daftar Aset Tetap yang Dihapuskan/Rusak [Hilang

Mo Jenis Aset Tetap Tangga® Penghapusan Jumiah (Rp) Keterangan
1 [|Tanah SIHIL

I [|Peralzzn dan Mesin NEHIL

1 [Gedung dan Bangunan MIHIL

4 llalan, Jaringan dan [nstalasi MIHEL

5 -JG.E'[TEB-;J Lairerya KIHIL _

Lampiran c.2.9



Lampiran c.2.10

Kaode SKPD : 1,05.0.00.0.00,01.00

Meraca per 31 Desember 2021

Nama SKPD : BPBD Kabupaten Banyumas

Jumilah Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun 2021 dari Dana APBD Kabupaten Banyumas

No Mama Aset Tetap J“:i:ﬁ?k e .l;::;l:}ﬁﬂp Keterangan
1 [Tanah 40.076.200 |-
2 F_‘EHIEEH dan Mesin 310.044.450 7.228.267 474
3 ﬁadung dan Bangunan 3BE.025.000 2.766.520.750
4 Jal-an. Jaringan dan Instalasi 827.900.000 6.366.589.600
5 A_set Te_tap Lainnya - 2.354..0(]{!
Jumiah 1.525.969.450 18.403,908.024

Lampiran ¢.2.10




Lampiran ¢.2.11

Neraca per 31 Desember 2021

Kode SKPD ; 1.05.0.00.0.00.01.00
Mama SKPD : BPED Kabupaten Banyumas

1. Daftar Belanja Modal yang Direllasifikasi menjadi Belanja Barang dan Jasa

Jumilah Belanja

No Belanja Mcdal Modal (Rp) Keterangan
1 [Tanah NIHIL
2 |Peralatan dan Mesin NIHIL
3 |Gedung dan Bangunan MNIHIL
4 |Jalan, Jaringan dan Instalasi MIHIL
5 |Aset Tetap Lainnya NIHIL

Jumiah NIHIL

Pit. Kepala'Pelaksing BPBD Kabupaten Banyumas

" NIP. 196404021991032005

Lampiran c.2.11



Lampiran ¢.2.12
Neraca per 31 Desember 2021

Kode SKPD : 1.05.0.00.0.00.01.00
Nama SKPD : BPBD Kabupaten Banyumas

Daftar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa dikapitalisasi ke dalam Aset Tetap

Belanja Pegawai dan Barang dan | Jumlah Belanja Aset yang Diperoleh

No
Jasa (Rp) Jenis Aset Tetap Nilai (Rp)

NIHIL

Pit. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas

o o
Iy umﬂﬁ 21991032005



Lampiran c.2.13
Neraca per 31 Desember 2021

Kinde SKPD - 1.05.0.0000,00.01.00
Mama S¥PD : BPBD Kabupaten Banyuemas

Jumiah Belanja Modal Tahun 2021 dari dana APBD Proviins (Dekonsentrasi)

| Diserahlcan ke F
Me Belanja Modal Jumiah Befanja (Rp) | Tanggal Perciehan|  Kabupaten Keterangan
Bamyumas (Tidak)

NIHIL

Lampiran c.2.13



Lampiram c. 2. 14

Jumiah Belanja Modal Tahun 2021 dari dana APBN (Dana Tugas Pembantuan)

Meraca per 31 Desember 2021

Kode SKPD @ LOS.0000.0.00.01.00
Nama SKPD . BPED Kabupaten Banyumas

MNa Belanja Modal

Jumiah Belanja (Rp)

Tarsggal Perolehan

Diserahlan ke
Kabupaten
Banyuwmas (Tidak)

Keterangamn

NIHIL

Fit. Kepala Pelaksana BPED Kabupaten Bamyumas

Lampiran c.2.14



Lamgpiran c.3.1

MNeraca per 31 Desember 2021

Kode SKPD - 1.05.0000.0.00.01.0:0

Mama SkPD - BPBD Kabupaten Banyumas

Daftar Pamungutan dan Peryetoran Pajak Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 dan Sisa yang sampai denyan 31 Desember 2021 Belum

disetor ke Kas Negara

Penerimaan Pemungutan
(Rp)

Penyetoran (Rp)

Sisa (Rp) Keterangan

MIMIL

Pit. Kepala Pelaisana BPBD Kabupaben Bamyumas

Lampiran c.3.1



Lampiran c.3.2
Meraca per 31 Desember 2021

Kode SKPD : 1.05.0000.0000.0:1.00
Mama S¥PD : BPBD Kabupaten Banyumas

Pendapatan dan Sewa Diterima Dimuka

Jenis F""‘:mm Tanggal Penerimaan Masa (Jangka Walktu) Jumilah {Rg) Keterangan

MNEHIL

Lampiran <.3.2



Lampiram c.3.3

Neraca per 31 Desember 2021
Kode SEPD - 105000, 0,000 1. 00
Mama SKPD - BPBD Kabupaten Banyumas
Daftar Utang Jangka Pendek Laiinmya
Mo mlﬁ:amh Pendek|  Dasar Penetapan Utang Masa (Jangka Waictu) ! Jumiah {Rp) Keterangan
|
i
MIHEL

Lampiran c.3.3



